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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan di Indonesia sejak dulu sudah tergabung di dalam organisasi-
organisasi sosial yang semula fokusnya untuk perbaikan dalam hidup berkeluarga,
dan meningkatkan kecakapan seorang ibu. Kemuculan organisasi ini merupakan
realisasi dari R.A Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita.
Namun seiring berjalannya waktu organisasi perempuan berubah haluan menjadi
masalah yang menyangkut. Setelah tahun 1920, organisasi wanita semakin meluas
dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dan dilakukan bersama
organisasi pollitik induk. Dengan semakin bertambahnya organisasi wanita, setiap
organisasi politik mempunyai bagian kewanitaan,misalnya Wanudyo Utomo yang
menjadi bagian dari Sarekat Islam, kemudian berganti nama menjadi Sarekat

Perempuan Islam Indonesia.

Munculnya berbagai organisasi perempuan paham kebangsaan dan persatuan
Indonesia menjadi berkembang, maka dari kaum perempuan tersebut guna
membulakan tekad dan mendukung persatuan Indonesia mereka mengadakan
Kongres perempuan pertama di tahun 1922 yang diadakan di Yogyakarta sebagai
manifestasi dari kesadaran kaum nasionalis perempuan dengan tujuan untuk
mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita indonesia. Kongres ini
berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan

wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPl) dan yang
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berkedudukan di Yogyakarta. Hasil lain dari adanya Kongres ini yakni diputuskan
pula hendak mendirikan studiefonds 6 untuk anak-anak putri yang pandai tetapi
tidak mampu, memberantas perkawinan anak-anak dan memajukan kepanduan

untuk anak-anak putri.

Tiadanya pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ini sudah
seharusnya diperjuangkan. Karena ini sesuai dengan visi pembangunan
pemerintahan cabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009, yang salah satunya
adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi
hukum,kesetaraan dan HAM. Maka dari adanya argument tersebut maka
perempuan itu berpartisipasi politik memiliki tujuan untuk menyelesaikan
masalah perempuan yang dimana terkadang laki-laki kurang paham dan kurang
maksimal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu mereka juga memiliki
tujuan untuk mengangkat derajat perempuan agar setara di mata laki-laki dan
membuktikan bahwa mereka kaum perempuan mampu menyelesaikan masalah

Negara atau dengan kata lain ingin mewujudkan kesetaraan gender.

Padahal seiring berkembangnya zaman, pandangan akan tentang wanita
banyak mengalami perubahan, di mulai dari masa dimana perempuan hanya layak
mengurusi rumah tangga dan harus selalu berada di dalam rumah, sedangkan laki-
laki diluar rumah. Kemudian hal itu berubah setalah adanya emansipasi wanita
yang menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.
Perjuangan itu pun dimulai dari dengan adanya seorang wanita bernama R.A

Kartini yang bercita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang



modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan
telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana yang telah dikemukakan
Nilakusuma(1960:151-152) sebagai berikut: perempuan dan laki-laki mempunyai
tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis
manusia tersebut dapat menempatkan dirinya di masing-masing tanpa menjadi
menjadi kurang hak yang sama, karena pada dasarnya pikiran dan kecerdasan
yang menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Memang
banyak pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa
meninggalkan sifat asli perempuan. Meskipun menjadi kepala jabatan ataupun
presiden sekalipun tidak akan meninggalkan sifat kewanitaan mereka, karena pada
jabatan ini, kecerdasan dan pemikiran yang akan memegang peranan yang sangat

banyak.

Berbicara tentang perempuan dan politik di Indonesia, perempuan di
Indonesia masih kalah dominan dibandingkan peran laki-laki yang terjun untuk
berpartisipasi ke dunia politik. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan
yang dapat membuat representasi wanita lebih kuat dan seimbang pada ranah
legislatif. Pemerintah Indonesia dengan bijak telah meratifikasi amanat konferensi
Beijing yang menginginkan affirmative action dengan hadirnya 30 % perempuan
pada sebuah parlemen. Keterwakilan perempuan ini mulai mendapatkan landasan
hukumnya setelah DPR mengesahkan UU No0.12/2003 yang pada awalnya tentang
pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No0.8/2012 yang mengharuskan
partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontribusi di

ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat Il atau tingkat



kabupaten/kota. Namun, UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan
30% pula ke kursi dewan, kemudian hal inilah yang menjadi masalah, apakah
keterwakilan 30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu
legislatif lalu berhenti disana. Lantas bagaimana dengan representasi yang riil,
yakni  kuantitas dan kualitas perempuan di dalam parlemen itu
sendiri.Keterwakilan perempuan berdasarkan sumber dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) di parlemen pada 2019 hanya berjumlah sebanyak 97 orang atau
17,32 persen dari total 560 orang. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah anggota DPR RI wanita periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang
atau 17,86 persen dari total 560 jiwa. Dari data tersebut bahwa dari dua periode
parlemen yang telah dijalani bisa disimpulkan bahwa kedudukan perempuan di
parlemen masih jauh dari setengahnya bahkan malah mengalami penurunan

meskipun tidak menurun secara drastis

Sebenarmya di dalam kepemimpinan baik yang di pimpin oleh laki-laki
maupun perempuan dengan tujuan yang sama hanya ciri fisik yang saja yang
berbeda sebagaimana yang di kutip oleh Kimbal Young dalam Kartono(1983 : 40)
bahwa: kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang di dasari atas kemampuan
pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu
berdasarkan akseptasi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian
khusus yang tepat bagi situasi khusus. Dengan adanya sumbangsih dari para
wanita ini pun partisipasi wanita di bidang politik pun tidak boleh di pandang
sebelah mata oleh para kaum lelaki. Hal ini dikarenakan bahwa setiap masyarakat

merupakan subyek pembangunan yang tidak terlepas dari peranan perempuan



yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi wanita pun perlu di perhitungkan
jika tidak ingin disebut perempuan Indonesia ketinggalan di bandingkan wanita di

negara lain.

Selain itu, kita harus mengerti pula bahwa partai-partai itu adalah kumpulan
dari orang-orang yang mempunyai ideologi sama, agar di dalam meneruskan suara
merupakan suatu kesatuan yang baik. Dengan mempunyai kesadaran ini wanita
pun dapat berdiri sendiri dengan kecerdasannya untuk memilih partai yang
menjadi cita-citanya. Jika wanita duduk pada suatu partai, bukanlah semata-mata
digunakan untuk melaksanakan tugas untuk menyediakan jamuan rapat partai atau
kedatangan tamu agung, tetapi memberikan suaranya bersama dengan anggota

laki-laki.

Akan tetapi, faktanya tidak di prioritaskan perempuan di politik masih terjadi
di parlemen.Buktinya fakta bahwa yang mengisi kursi 30 persen di DPR adalah
istri dan anggota keluarga dari elit partai/pejabat pemerintahan, ataupun
mempunyai hubungan kekuasaan di lingkaran elit. Sedikit sekali perempuan yang
berhasil menjadi anggota legislatif tanpa mempunyai hubungan keluarga/personal
dengan para elit partai. Sehingga suara 30 persen untuk perempuan di DPR
menjadi celah bagi partai untuk berbuat curang, hal ini menggambarkan bahwa
perempuan masih tertindas secara politik. Tentunya gerakan perempuan
mempunyai tugas berat untuk melakukan kegiatan penyadaran terhadap

masyarakat yang sudah lama menganut sistem politik patriarki.



Banyaknya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa perempuan
Indonesia masih harus berfokus pada peran domestik dan reproduksi yang dapat
menghambat kemajuan mereka pada bidang politik. Hal tersebut merupakan
rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau streotipe tertentu
pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hingga perempuan
susah untuk ikut berpolitik. Berbagai macam hambatan pun banyak jika
perempuan ikut berpolitik, menurut khofifah Indah Parawansa bahwa Faktor
pertama yakni berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih
sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi
dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting
dalam membangun opini public mengenai pentingnya representasi perempuan
dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM

dan partai partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan

Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang
mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut
Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam
diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di
lingkungan tempat manusia itu dibesarkan.Internaliasasi sedemikian rupa menurut
Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotipe bahwa laki-laki adalah sosok
yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi keluar,penegasan
diri,inovasi,disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang
tergantung, pasif, lembut,nonagresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan

naluri (Abbas, 2006). Keterlibatan perempuan yang ada di Kepulauan Riau



mengenani pembangunan tidak sampai situ saja. Di bidang politik itu sendiri pun
perempuan di Kepulauan Riau sudah berpartisipasi dengan mengikuti pemilihan

umum 2019 di daerah pemilihan Kepulauan Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Calon Legislatif yang berpartisipasi di Kepulauan Riau
Periode Tahun 2019-2024

Jumlah partai | Calon laki-laki | Calon perempuan Total

16 partai 28 calon 29 calon 57 calon legislatif

Sumber : BPS Kepulauan Riau

57 calon legislatif nantinya akan memperebutkan 4 kursi yang ada pada DPR
RI. Dari jumlah yang ada pada data tersebut tentunya bisa di bilang perempuan
yang ada di Kepulauan Riau sudah banyak yang berkompetensi di bidang politik

dan tidak hanya berperan pada peran domestik saja.

Selain itu di Kabupaten Bintan sendiri, partisipasi politik perempuan sudah
bisa di bilang lumayan, pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten khususnya di

dapil 3 jumlah calon legislatif perempuan sudah bisa dibilang banyak.




Tabel 1.2 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bintan Dapil 3
periode Tahun 2019-2024

No Nama partai Jumlah calon legislatif
Laki-laki Perempuan
1 Partai kebangkitan Bangsa - 1
2 Gerindra 4 3
3 PDIP 4 3
4 Golkar 4 3
5 Nasdem 4 3
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia -
7 Partai Berkarya 4 2
8 PKS 4 3
9 Partai persatuan Indonesia 4 2
10 PPP 2 1
11 PSI - -
12 PAN 4 3
13 Hanura 4 2
14 Demokrat 4 3
15 PBB 1 1
16 PKPI 4 3
Total 42 37

Sumber : KPU Bintan

Dari data yang di ambil dari KPU Bintan menunjukkan bahwa partisipasi
permpuan untuk mengikuti pemilihan umum di Kecamatan Bintan Timur sudah
mulai berani dan percaya diri untuk berpartisipasi di pemilihan umum. Para calon
legislatif perempuan ini mulai sadar bahwa peran nya mereka di politik pun bukan
hanya sebagai pemenuhan kuota saja, melainkan mereka harus berani keluar dari
zona nyaman agar bisa memperjuangkan hak-hak mereka dan menyuarakan apa

yang bisa dilakukan oleh para kaum perempuan di dunia politik.

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa perempuan semakin memiliki

kapasitas yang boleh dibilang setara dengan laki-laki karena perempuan juga




sudah mengenyam pendidikan khususnya pendidikan di dunia politik, ungkap Sri

Wahyuni salah satu calon legislatif perempuan yang berasal dari partai Demokrat

dapil 3 Kecamatan Bintan Timur.

Tabel 1.3 Daftar Calon Terpilih DPRD Kab. Bintan Dapil 3

Tahun 2019-2024 Berdasarkan Jumlah Suara

Asal Partai Nama Calon Jenis kelamin Jumlah suara
Golkar Hasriawady Laki laki 1.798 suara
Demokrat Zulfaefi Laki laki 1.633 suara
Demokrat Sri Wahyuni Perempuan 1.629 suara
Hanura Tarmizi Laki laki 1.085 suara
Golkar Aisyah Perempuan 1.043 suara
PKS Muttagin Laki laki 944 suara
NasDem Yanti Maryanti Perempuan 889 suara

Sumber : KPU Kabupaten Bintan

Namun apabila dilihat dari hasil pemilihan pada tahun 2019, calon
legislatif perempuan masih kalah dominan dibandingkan dengan calon legislatif
laki-laki. Calon legislatif perempuan masih kalah populer dibandingkan calon
legislatif laki-laki yang sudah bisa di bilang lebih populer dan telah lama terjun
ke dunia politik. Sebut saja Zulfaefi dan Hasriawady, beliau merupakan politikus
dari Bintan yang telah lama bergabung di kancah perpolitikan di Kabupaten
Bintan yang pastinya masyarakat Kab. Bintan khususnya kecamatan Bintan Timur
sudah paham sepak terjang mereka di kancah perpolitikandi Kecamatan Bintan

Timur.
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Tabel 1.4 Daftar Calon Anggota DPRD Kab. Bintan Kec. Bintan Timur
Periode Tahun 2014-2019

No Nama Partai Jumlah calon legislatif
Laki-laki Perempuan

1 Nasdem 7 3
2 Partai Kebangkitan Bangsa 6 4
3 Partai Keadilan Sejahtera Z 3
4 PDIP 7 3
5 Golkar 7 3
6 Gerindra % 3
7 Demokrat 7 3
8 PAN 7 3
9 | Partai Persatuan Pembangunan 7 3
10 Hanura 7 3
11 Partai Bulan Bintang 7 3
12 PKPI 1 0

Total 77 64

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Bintan

Sebelum itu, dilihat dari pemilihan umum periode sebelumnya,yakni pada
tahun 2014, pemenuhan kuota 30% pun tetap sudah diterapkan pada pemilihan
umum 2014.Akan tetapi apabila dilihat dari hasil nya tidak ada calon legislatif
perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kab. Bintan untuk 2014 seperti

yang di tampilkan pada data berikut ini:
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Tabel 1.5 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bintan
periode Tahun 2014-2019
No Partai Politik Nama Calon Terpilih Jenis Suara Sah
kelamin

1 Partai Nasdem Helmy,SH Laki laki | 692 suara

2 Partai Keadilan Muttagin Laki laki | 617 suara
Sejahtera

3 PDI Perjuangan Tri Jono,S,kom Laki laki | 1.149 suara

4 Partai Golkar H. Lamen Laki laki | 1.159 suara

Sarihi,SH,MH

5 Partai Golkar H.Amran S,IP Laki laki | 1.166 suara

6 Partai Golkar Hasriawady Laki laki | 1.923 suara

7 Partai Demokrat Zulfaefi,SE Laki laki | 1.773 suara

8 Partai Demokrat Azman,SE Laki laki | 1.857 suara

9 Partai Amanat Ir. Arif Jumana Sar’an | Laki laki | 1.145 suara
Nasional

10 Partai Hanura Drs. Muhammad Zuhdi | Laki laki | 551 suara

Sumber : KPU Bintan

Dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 2014, tidak ada calon legislatif

perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kab.Bintan.Padahal apabila

dilihat dari selisih calon nya, hanya berbeda sedikit. Lantas, sebenarnya apa yang

membuat masyarakat tidak bisa memilih para calon legislatif perempuan itu

sehingga tidak adanya satupun para calon legislatif perempuan yang berhasil

menduduki kursi DPRD.

Melihat dari 2 periode pemilihan umum yakni pada tahun 2014 dan 2019,

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa masyarakat memilih calon legislatif

perempuan melihat kepada latar belakang yang dimiliki dari calon legislatif

perempuan ini sangat beragam. Ada beberapa calon yang memiliki latar belakang

politik. Adapula calon legislatif perempuan yang belum memiliki pengalaman di
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dunia politik. Ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih calon

legislatif perempuan

Selain dengan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, masyarakat
Kecamatan Bintan Timur juga memiliki karakteristik untuk memilih calonnya
masing-masing. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, yang menjadi
karakteristik masyarakat Kecamatan Bintan Timur yakni: pertama mereka
mengetahui ciri fisik orang yang akan mencalonkan dirinya itu seperti apa. Seperti
yang diketahui, bahwa masyarakat disana itu harus mengetahui seperti apa calon
itu sendiri,sering kah berbaur dengan masyarakat dan juga apakah calon itu.
Mereka menginginkan calon yang akan meimpin di masyarakat itu sering berbaur
dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, asas kekeluargaan dan
kekerabatan pun menjadi aspek untuk syarat mereka memilih calon tersebut.
Memilih berdasarkan karena adanya hubungan keluarga dan memiliki suku yang
sama. Bahkan ada yang rela menjadi tim sukses calon tersebut hanya di karenakan

ia memiliki suku yang sama dengan calon yang akan di pimpinnya itu .

Melihat adanya partisipasi perempuan dalam mengikuti pemilihan umum
maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang telah di jelaskan di atas yaitu
tentang “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan di

Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan “.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah Mengapa kepercayaan masyarakat kecamatan Bintan Timur Kabupaten

Bintan terhadap calon legislatif perempuan rendah?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan untuk penelitian ini
adalah untuk mengetahui mengapa tingkat kepercayaan masyarakatkecamatan

Bintan Timur Kabupaten Bintan terhadap calon legislatif perempuan rendah?

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat

seperti :

a. Secara teoritis dapat memperkaya konsep dan teori dalam melihat
perempuan dan politik yang ada di Kabupaten Bintan Kecamatan
Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota.

b. Secara praktis hasil penelitian ini Dapat menambah wawasan dan ilmu
yang semoga bermanfaat untuk kedepannya bagi para pembaca
peneltian ini serta menambah wawasan bacaan khususnya jurusan
soiologi. Selain itu, penelian ini dapat dijadikan perbandingan
penelitian yang sama pada waktu-waktu mendatang dan dapat
memberikan sumbangan ilum pengetahuan atau referensi bagi

penelitian yang akan datang
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